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ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan penyusunan dan penatapan rencana aksi 

Reformasi Birokrasi serta memastikan pelaksanaan program, monitoring, dan evaluasi atas 

implementasi kinerja Reformasi Birokrasi dalam tahun anggaran 2025 

 

- Dasar Hukum UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

dari KKN; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU 

No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 

tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU 

Menjadi UU; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU 

No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi UU; Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2023 tentang ASN; 

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendatagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendatagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instarai Pemerintah; 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 9 Tahun 2023 tentang 

Evaluasi Reformasi Birokrasi; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi 

dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU No. 

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan 

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota  sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi Sekretariat 

KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 

Keputusan KPU No. 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi KPU Tahun 2020-2024; 

 

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangli ini ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU 

Kabupaten Bangli 

 

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Bangli ini berlaku sejak tanggal 22 Januari 2025. 

 

- Lampiran 4 hlm 

 

 


